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INTISARI 

 

 

       Kajian Terhadap Kesiapan Pelaksanaan e-procurement di 

Pemerintahan Daerah Berdasarkan Peraturan Presiden No. 54 tahun 2010, 

Santi Sani, NPM 115 101 737, tahun 2012, Bidang Keahlian Manajemen 

Konstruksi, Program Studi Magister Teknik Sipil, Program Pascasarjana, 

Universitas Atma Jaya Yogyakarta. 

 

       Berdasarkan Peraturan Presiden RI No. 54 tahun 2010 tentang Pengadaan 

Barang/Jasa Pemerintah, yang mewajibkan kepada seluruh Satuan Kerja Perangkat 

Daerah/Instansi untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa secara elektronik untuk 

sebagian atau seluruh paket-paket pekerjaan pada tahun anggaran 2012, serta 

diwajibkan membentuk ULP (Unit Layanan Pengadaan) paling lambat tahun 

anggaran 2014. Diperkuat juga dengan Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum No. 

13/SE/M/2011 tahun 2011 tentang pelaksanaan e-procurement yang menyatakan 

bahwa berdasarkan evaluasi e-procurement untuk tahun 2011 pelaksanaan full        

e-procurement perlu dilakukan perluasan wilayah cakupannya, maka berdasarkan 

peraturan diatas maka peneliti melakukan kajian terhadap kesiapan pelaksanaan      

e-procurement di Pemerintahan Daerah Kabupaten Musi Rawas Propinsi Sumatera 

Selatan. 

 

       Penelitian ini dilakukan melalui kuesioner yang dibagikan keseluruh 

Instansi Pemerintahan Daerah yang melakukan kegiatan lelang di Kabupaten Musi 

Rawas sebanyak 18 Instansi. Kuesioner disebar masing-masing instansi sebanyak 2 

(dua) eksemplar yang ditujukan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan 

panitia lelang. Jumlah kuesioner yang disebar adalah 36 eksemplar. Enam 

kuesioner tidak kembali, jadi jumlah kuesioner yang terkumpul sebanyak 30 

eksemplar. Pengolahan data dilakukan untuk mendapatkan persentase, nilai rata-

rata (mean), dan nilai simpangan baku. Analisis yang digunakan adalah analisis 

pemeringkatan nilai rata - rata dan analisis korelasi Pearson. 

 

       Berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan bahwa Pemerintahan Daerah 

Kabupaten Musi Rawas Propinsi Sumatera Selatan telah menerapkan sistem           

e-procurement dalam pelaksanaan lelang namun dari 15 instansi hanya 5 instansi 

yang sudah siap dalam pelaksanaan e-procurement. Hal ini dikarenakan kurangnya 

pengadaan sarana dan prasarana yang dapat melaksanakan seluruh kegiatan 

pelelangan yang ada dengan menggunakan metode e-procurement. Hasil analisis 

Korelasi Pearson menunjukkan bahwa adanya  hubungan yang kuat antara kesiapan 

dengan tingkat kesulitan pelaksanaan e-procurement di Pemerintahan Daerah 

Kabupaten Musi Rawas.  

 

Kata kunci : e-procurement, kesiapan, tingkat kesulitan 
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       ABSTRACT 

 

      Kajian Terhadap Kesiapan Pelaksanaan e-procurement di Pemerintahan Daerah 

Berdasarkan Peraturan Presiden No. 54 tahun 2010, Santi Sani, NPM 115 101 737, 

in 2012, Construction Management Expertise, the Master of Civil Engineering, 

Graduate School, University of Atma Jaya Yogyakarta                                              . 

 

      Based on Presidential Regulation No. 54 of 2010 on the Procurement of 

Goods/Services, which requires the entire regional work units/agencies to undertake 

procurement of goods/services electronically to some or all of the work packages in 

fiscal year 2012, and are required to form a ULP (Unit Procurement Services) no 

later than fiscal year 2014. Also reinforced by the Public Works Ministry Circular 

No. 13/SE/M/2011 in 2011 on the implementation of e-procurement stating that 

based on the evaluation of e-procurement for 2011 full implementation of                

e-procurement necessary to expand coverage areas, and based on the rules 

described above, researchers conducted a study on the implementation of                

e-procurement readiness in Local Government Musi Rawas South Sumatra 

Province.                                          .                                                       

 

      The research was conducted by collecting data in the form of questionnaires 

from all Local Government Agencies conducting auctions in Musi Rawas as many 

as 18 agencies. Questionnaires distributed each agency 2 (two) copies addressed to 

the Officer Commitment and the auction committee. The number of questionnaires 

distributed was 36 copies. Six questionnaires are not returned, so the number of 

questionnaires that were collected are 30 copies. Data processing is performed to 

get a percentage, the average (mean) and standard deviation values. The analysis 

used is the analysis of the rating value-average and Pearson correlation analysis.                                                                                            

. 

 

      Based on the analysis it can be concluded that the Musi Rawas Regional 

Government of South Sumatra Province has implemented e-procurement systems in 

the auction, but only 5 of the 15 agencies that are ready to agencies in the 

implementation of e-procurement. This is due to the lack of provision of facilities 

and infrastructure to carry out all the activities of existing auction using the              

e-procurement. Pearson correlation analysis results indicate that the strong 

correlation between the level of preparedness of the difficulty of implementing       

e-procurement in Local Government Musi Rawas.                                                  . 

 

Keywords: e-procurement, readiness, level of difficult 
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